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BHPATI MINAHASA TENGGARA 

PRCVINSI SULAWESI UTARA 

ERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

NOMOR 17 TAHUN 2024 

TENTANG 

NCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHU 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

EUPATI MINAHASA TENGGARA, 

bahwa untuk me aksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

T'at.a Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eve luasi 

• 
Meng;iasat 

Ferlangunen Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

er.uran Daerah tertang Rencana Pembangunan Jengka 

Panjeng Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tara Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

langka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

perh, rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 

Pera gkat Daerah Tahun 2025; 

1. Uadang-Jndang Nomor 9 Tahun 2007 tentang 

Pembentukar. Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4685); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahmn 2014 tentang 

Pemerintathan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tehun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telch diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
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Jr«dang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratu.ran 

Pemerinteh Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2.022 tentang Cipta Kerja menjad Undang-Undang 

(Lembaran Vegra Republik Indonesia Tahun 2023 Noor 

kt, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nam5r6856); 

3 Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 

entarg Tata Cera Perencanaan, Pengencalian dan Eval aasi 

Pembangnan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Pera:uran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jar gka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jargka 

Menengah Daerah, Serta 'Tata Cara Perubahan Rencana 

• 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renc:ana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah 

Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 

2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Minelasa Tenggara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Minchasa Tenggara Nomor 906); 

• 

Hae·tapkan PERA'TURAN BUPATI TENTANG RENCANA KRJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN 2025. 

Pasal 1 

Dalan: Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara. 

2. Bupati adalah Eupati Minahasa Tenggara. 
33. emerintah Daeran adalah Bupati sebagai unsur 

enyelenggara pemerintahan Daerah yang memirpin 

0la <sanaart urusan pemerintahan yang menjadi 

<ewenangan Daerah. 

k. lrggaran Fencdapatan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

'yengcitetapkan dengan peraturan Daerah. 

5. Kcbijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

dale h dokumen yang memuat <ebijakan bidang 

pendapatn, bclanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

nendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
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Rencsna Kerje dar Anggaran Perangkat Daerah yang 

elanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang 

memuat rencana pendapatan dan belanja perangkat 

Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat Daerah 

yang; me aksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang 

digunakan sebagai cdasar penyusunan rancangan anggaran 

pendapatan da belanja Daerah 

7, Perangkat Daerah adalah unsur pemantu Bupati dan 

Dewan Perwak lan Rakyat Daerah dalarn penyelengga aan 

rusan pemerintahar yang menjadi kewenangan Daerah. 

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Rena Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

perergkat Daerah untuk periode 1 (satu, tahun. 

Pasal 2 

1) Fen a PD tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

a ab I yang memuat pendahuluan; 

b. ab II yang memuat hasil evaluasi rencana kerja 

Perangkat Daerah tahun 2024; 

c. ab HI yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat 

Daerh 

cl. ab IV yang memuat rencana kera dan pendanaan 

Perangkat aerah; dan 

€. babV yang memuat penutup. 

(J Fenja Perangkat Daerah tahun 2025 tercantum dalam 

Lam pira yang merupakan bagian tidek terpisahkan dari 

Feraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

enja Perangkat Daerah tahun 2025 menjadi pedoman 

Ferangkat Daerah cdalam menyusun RKA Perangkat Daerah. 

Pasal 4 

Bup..i melakukan pengendalian dan evaluasi terhdap 

pelaksaran Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sesuai 

cergan ketertuan peraturan perundang-undangan. 

6. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati in mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
gar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan 

penguncdangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalamn Berta Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. 
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Dianclngkan di Rata.an 

pica tgal 31 Juli 2024 

Ditetapkan di Ratahan 

pada tanggal 31 Juli 2z024 

HASA TENGGARA, 
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HENDRA SORONGAN 
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